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LOKAL: STUDI KASUS DI NAGARI IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Hadi Prabowo
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Email: hadi.prabowo@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe the causes of conflict between Wali
Nagari with DPN and KAN, the impact of conflict between Wali Nagari with DPN and
KAN, and the process of resolving conflicts between Wali Nagari and DPN and KAN.
In this study, the authors used a qualitative approach with a case study research design.
Data collection techniques are done by interview and documentation, while the data
validity technique used by researchers uses the process of triangulation of data sources.
The selection of informants is done by using purposive sampling technique. The conflict
between Wali Nagari and DPN was caused because the implementation of the
government program carried out by the Nagari guardian did not have the support of the
DPN. Allocation of funds for physical development of Nagari was diverted by Nagari's
guardians to utilize land that was not active as a community plantation area. Whereas
Conflict between Wali Nagari and KAN was triggered by disagreement in determining
the location of the Nagari guardian's office. This conflict is exposed by the actions of
Wali Nagari who promoted the establishment of KAN Renewal. The perceived impact of
the conflict is the disruption of the government process because the concentration of the
elite is more focused on the problem of conflict, rather than on the problems of the people
who are trying to prosper. Conflict resolution that has been attempted is by involving
the Regional Government as mediation between the conflicting parties through the
Special Team, but this case is still in the stage of gathering information from each of the
conflicting parties.

Kata Kunci: Konflik Elit, Pemerintahaan Lokal, Pemerintahan Nagari.

A.  PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberi
peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan terendah di
daerah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
(Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok

Pemerintahan Nagari). Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32
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Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 200 yang mengatur tentang Desa.
Peluang ini oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat diinterpretasikan
dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan
Pokok Pemerintahan Nagari sebagai rujukan dalam pelaksanaan pemerintahan
Nagari.

Kembali ke Nagari yaitu menggabungkan (integrasi) desa negara dengan
adat Nagari menjadi satu wadah tunggal Nagari. Jika sebelumnya ada dualisme
antara pemerintah desa negara dengan adat Nagari (dan adat mengalami
marginalisasi), maka sekarang terjadi integrasi ke dalam Nagari. Nagari
menegakkan prinsip tali tigo sapilin (negara, agama dan adat). Nagari mengenal
pembagian kekuasaan berdasarkan Trias Politica yaitu eksekutif (pemerintah
Nagari), legislatif (Badan Perwakilan Nagari) dan yudikatif (Kerapatan Adat
Nagari maupun Majelis Adat dan Syarak) yang bertugas menjadi institusi
peradilan lokal (penyelesaian konflik lokal, bukan pidana) dan badan
pertimbangan kepada eksekutif dan legislatif agar kebijakan Nagari tetap sesuai
dengan adat dan agama. Sesuai dengan adat setempat, kepemerintahan dan
kepemimpinan Nagari bertumpu pada tungku tigo sajarangan (ninik mamak, cerdik
pandai dan alim ulama), yang ditambah unsur bundo kanduang dan pemuda
(Hasriefendi, 2003). Pemberlakuan sistem pemerintahan Nagari dipandang
efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya masyarakat Sumatera
Barat berdasarkan filosofinya “adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara
mangato adat mamakai alam takambang jadi guru”.

Nagari merupakan wilayah administrasi pemerintah sekaligus
merupakan wilayah hukum adat yang bersifat otonom dan demokratis. Dalam
tradisi Minangkabau, pemerintahan sendiri dalam komunitas (self-governing
community) ini identik dengan “republik kecil”, sebuah posisi yang dimiliki
Nagari-Nagari pada masa lampau (http://www.forumdesa.org). Pemerintahan
Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara

demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya minangkabau serta

Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 Tahun 2018 204



ARTIKEL

peranan lembaga adat dan lembaga lainya sebagai mitra kerja dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sekarang ini, setelah
pada masa orde baru ”dipaksakan” menggunakan sistem pemerintahan Desa
pada praktiknya banyak yang mengalami hambatan dan tak jarang berakibat
konflik. Seperti hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pemerintahan,
konflik perbatasan wilayah, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena banyak faktor,
diantaranya kebingungan dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari itu sendiri
(Hasriefendi, 2003).

Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan program babaliak ka Nagari
mengaturnya dalam Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok
Pemerintahan Nagari, juga tak luput dari permasalahan dalam pelaksanaannya.
Di Nagari IV Koto Hilie, yang merupakan salah satu Nagari yang berada di
Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan Nagari yang
kembali terbentuk setelah sebelumnya memberlakukan sistem pemeritahan
desa. Pemberlakuan sistem pemerintahan Nagari, diawali dengan dibentuknya
lembaga legislatif Nagari atau Dewan Perwakilan Nagari (DPN) yang terbentuk
pada Agustus 2002. Pada bulan Desember 2002 dilakukan pemilihan wali
Nagari yang merupakan poses demokratisasi langsung, yaitu wali Nagari dipilih
langsung oleh masyarakat. Lembaga eksekutif dan legislatif inilah yang akan
melaksanakan proses pemerintahan disamping ada lembaga lain yaitu Badan
Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) yang merupakan lembaga
pertimbangan Nagari dalam hal pelaksanaan Adat dan Syara, serta Lembaga
Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga adat yang
berkedudukan dalam mengurus permasalahan sako dan pusako.

Dalam perjalanan pelaksanaan pemerintahan, terjadi hubungan yang
tidak harmonis antara Lembaga Eksekutif Nagari (wali Nagari dan Staff),
legislatif (DPN) dan KAN. Permasalahan antara wali Nagari dengan DPN
terjadi semenjak tahun 2003 yang dilatarbelakangi oleh tidak sepahamnya

dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hubungan wali Nagari dan DPN
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mulai kelihatan tidak harmonis karena pada penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban wali Nagari 2004, terjadi perdebatan antara wali Nagari
dan DPN. Banyak program kerja wali Nagari yang mendapat kritikan dari
Anggota DPN. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program pemerintah yang
dijalankan oleh wali Nagari tidak melalui koordinasi yang baik dengan DPN.
Hal ini terlihat dari kebijakan wali Nagari yang mengalokasikan dana untuk
pembangunan fisik Nagari yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Nagari
dialihkan untuk memanfaatkan lahan yang tidak aktif menjadi daerah
perkebunan masyarakat dengan membagikan bibit cokelat gratis kepada
masyarakat.

Program ini mendapat sorotan tajam oleh DPN karena pengalihan dana
tersebut tidak melalui proses koordinasi dengan DPN, dan pendistribusian
yang tidak merata dan terkesan lebih memprioritaskan orang-orang terdekat
dengan wali Nagari. Dalam menghadapi sorotan dan tekanan dari DPN yang
merupakan lembaga legislatif dan mitra dalam melaksanakan urusan
pemerintahan, Wali Nagari memilih langkah untuk melanjutkan program dan
mengacuhkan tekanan tersebut. Hal ini didasarkan atas pertimbangan Wali
Nagari bahwa program yang disusun merupakan kebutuhan rakyat.

Kritikan terhadap pelaksanaan program membuat hubungan lembaga
legislatif Nagari ini mengalami ketegangan dengan wali Nagari. Wali nagari
merespon kritik dari DPN dengan Hubungan yang kurang harmonis ini
berlarut pada proses kerja selanjutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, wali Nagari
tidak lagi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPN baik
triwulan maupun tahunan. Semenjak kejadian tersebut, DPN seolah
“kehilangan alat” untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh wali
Nagari. Fungsi kontrol dari DPN terhadap Wali Nagari melalui proses LP]
tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Karena dinilai wali Nagari menjalankan
pemerintahan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Nagari, maka DPN mengajukan permohonan
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pemberhentian wali Nagari kepada Bupati melalui Camat. Sikap yang
ditunjukan oleh DPN mendapat reaksi dari Wali Nagari. Wali Nagari menilai
DPN tidak kooperatif dalam bekerja. Permasalahan ini disampaikan wali Nagari
kepada Bupati melalui surat keberatannya yang disampaikan kepada Bupati.

Hubungan antara Wali Nagari dengan KAN juga mengalami konflik.
Permasalahan ini diawali dengan keinginan wali Nagari melakukan
pembangunan kantor wali Nagari di tanah bekas pasar Nagari. Keinginan ini
mendapat pertentangan oleh masyarakat dan KAN karena tanah tersebut akan
dijadikan tempat penghijauan dan sarana olahraga bagi masyarakat sekitar.
Pertentangan ini menjadikan hubungan yang tidak harmonis antara KAN dan
Wali Nagari. Puncak konflik antara Wali Nagari dengan KAN adalah
pengusiran Wali Nagari oleh KAN dan masyarakat pada tanggal 13 Januari
2005 dari kantor sebelumnya yaitu gedung bersama milik KAN. Akibatnya,
dari kasus pengusiran, sampai sekarang pelaksanaan urusan pemerintahan
berkantor di rumah pribadi Wali Nagari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab konflik
antara Wali Nagari dengan DPN dan KAN, dampak konflik antara Wali Nagari
dengan DPN dan KAN, serta proses penyelesaian konflik antara Wali Nagari
dengan DPN dan KAN.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif
dengan desain penelitian studi kasus (Yin, 2005). Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. sementara teknik keabsahan
data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data.
Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling (Moleong,
2002). Penelitian ini mengacu kepada teori konflik Ralf Dahrendorf dan
memodifikasi dari konflik-konflik yang lain. Subjek dalam penelitian ini
mencakup, Perangkat Nagari, Dewan Perwakilan Nagari, Kerapatan Adat

Nagari, Masyarakat Nagari IV Koto Ilir, Camat Batang Kapas.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik elit dalam pelaksanaan pemerintahan nagari merupakan suatu
efek dari transisi sistem pemerintahan terendah di daerah. Perubahan sistem
pemerintahan Desa kepada sistem pemerintahan Nagari mengalami perubahan
terhadap kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga yang ada, sehingga
hal ini menjadi pemicu terhambatnya komunikasi, yang dapat berujung
konflik. Hal ini berarti bahwa konflik dapat terjadi karena adanya interaksi
dalam sebuah hubungan sosial. Apabila terdapat perbedaan pandangan
terhadap sesuatu dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Dalam hal ini,
terdapat perbedaan pandangan oleh elit nagari dalam pelaksanaan

pemerintahan nagari sehingga menjadi penyebab terjadinya konflik.

1. Konflik antara Wali Nagari dengan Dewan Perwakilan Nagari (DPN)

a. Penyebab Konflik

Interaksi dalam sebuah sistem politik ditentukan komunikasi antar elit
yang ada dalam lembaga politik. Seperti kita ketahui bersama, wali Nagari
merupakan eksekutif Nagari, sedangkan DPN sebagai legislatif Nagari.
Hubungan yang baik akan berdampak kepada keberlangsungan proses kerja
antar lembaga tersebut. Di Nagari IV Koto Hilie, terjadi permasalahan
sebaliknya. Hubungan antar lembaga ini diwarnai oleh konflik.

Pola hubungan yang sejajar antara wali Nagari dan DPN idealnya
menjadikan mitra dan bekerja sama dalam melaksanakan roda pemerintahan.
Wali Nagari sebagai pemegang tampuk pemerintahan semestinya melakukan
komunikasi yang baik dan bermusyawarah dalam mengambil tindakan.

Di Nagari IV Koto Hilie, terjadi permasalahan dengan koordinasi antar
lembaga ini. Permasalahan ini berawal dari tahun 2003, yang mana terjadinya
penangguhan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari oleh DPN.
Permasalahan ini berlanjut kepada tidak disahkannya rancangan anggaran

tahun 2004 oleh DPN.

Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 Tahun 2018 208



ARTIKEL

Bermula dari tahun 2003, Nagari IV Koto Hilie memiliki Dana Alokasi
Umum Nagari Rp. 139.913.550,00. Dana fisik Nagari yaitu 40% dari Dana Alokasi
Umum Nagari (sekitar Rp. 55.965.000,00) dianggarkan untuk pembangunan kantor
Wali Nagari. Rencana ini tidak bisa terlaksana karena bermasalah dengan lokasi
atau tanah tempat pendirian kantor yang direncanakan.

Kebijakan yang diambil Wali Nagari adalah mengalokasikan dana fisik
tersebut kepada bidang pertanian. Keinginan ini disampikan kepada DPN
melalui rapat koordinasi, mendapat persetujuan dari DPN. Bentuk programnya
adalah membeli bibit cokelat, dan dibagikan kepada masyarakat. Bibit cokelat
dibeli dengan harga Rp 1500,- per batangnya. Bibit yang didapatkan dari dana
yang tersedia berjumlah 3000 batang. Pendistribusian dari bibit ini adalah
kepada masyarakat yang memiliki lahan. Setiap masyarakat yang memiliki
lahan diharapkan untuk mendaftarkan ke kantor wali Nagari. Melalui laporan
keterangan pertanggungjawaban tahun 2003, DPN mempertanyakan
pelaksanaan program ini. Proses ini dinilai berjalan tidak efektif dan tepat
sasaran. Indikasinya adalah banyak keluhan warga bahwa yang menerima
bantuan tersebut adalah orang orang terdekat wali Nagari. Hal ini menjadi
goncang-ganjng dalam masyarakat.

Pada tahun 2004, Wali Nagari juga menganggarkan dana Fisik tersebut
kepada pembibitan cokelat. Alasan wali Nagari menanggapi permasalahan
yang terjadi pada tahun 2003 yaitu tidak meratanya pendistribusian bibit
cokelat, karena keterbatasan jumlah anggaran yang tersedia dan tingginya
minat masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Untuk itu, program
tahun 2003 harus dilanjutkan pada periode 2004 ini. Dalam koordinasi dengan
DPN, keinginan wali Nagari ini tidak mendapat persetujuan dari DPN. DPN
menginginkan adanya evaluasi terhadap program tahun lalu. Hal ini dilakukan
karena DPN menganggap program ini tidak efektif karena tidak memberi
manfaat yang signifikan kepada masyarakat. DPN melihat fenomena yang

terjadi adalah pendistribusian yang tidak merata kepada masyarakat. Hal ini
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karena tidak adanya mekanisme yang jelas terhadap siapa yang mendapatkan
dan berapa yang didapatkan.

Permasalahan yang terjadi antar lembaga ini menjadikan hubungan kerja
mereka tidak dapat terjalin dengan baik. Kewajiban yang sesuai dengan
prosedur yaitu pertanggungjawaban program yang diinginkan oleh DPN tidak
ditanggap positif oleh wali Nagari. Keinginan wali Nagari untuk melanjutkan
program tahun tetap dijalankan meskipun DPN tidak memberikan persetujuan.
Permasalahan ini terus berkembang menjadi ketegangan, dan akibatnya
memutuskan hubungan koordinasi.

Akibat dari permasalahan ini, semenjak tahun 2004 tidak ada lagi rapat
koordinasi antar lembaga ini. Wali Nagari tidak lagi melakukan koordinasi
kepada lembaga DPN. Lembaga ini berjalan dengan sendiri-sendiri. Tindakan
DPN dalam menyikapi ketegangan yang terjadi dengan wali Nagari adalah
mengirim surat permohonan pemberhentian wali nagari kepada bupati melalui
camat. Dasar hukumnya adalah Dengan alasan Wali Nagari menjalankan
pemerintahan menyalahi prosedur, yaitu tidak mengacu kepada Keputusan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang pedoman Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Nagari.

b. Dampak Konflik

Dampak dari sebuah konflik bisa bersifat positif maupun negatif. Konflik
antar lembaga yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie terjadi karena kesalahan
persepsi antara kedua lembaga ini. Pelaporan hasil pelaksanaan dari program
yang diminta oleh DPN sebagai pedoman untuk menganggarkan dana pada
tahun 2004, dianggap Wali Nagari sebagai pengalihan dukungan terhadap
program yang diusungnya. Permasalahan tersebut menjadikan hubungan

mereka semakin tidak berdampingan lagi.
Dampak dari konflik yang terjadi antara Wali Nagari dengan DPN
dirasakan lebih banyak bersifat negatif atau merugikan. Pelaksanaan kerja
lembaga yang berjalan tanpa koordinasi memberikan hasil yang kurang
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maksimal. Pada dasarnya, lembaga-lembaga Nagari merupakan suatu wadah
bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga terciptanya
hubungan harmonis dengan pemimpin. Masing-masing lembaga dapat
menghimpun aspirasi yang ada dalam masyarakat. Harmonisasi antar semua aspek
akan memudahkan terjadinya proses pembangunan, dan akan berbanding
lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya konflik, masing-
masing pihak akan sibuk mencari dukungan dan melakukan pembenaran
terhadap tindakan yang mereka lakukan. Rakyat yang semestinya menjadi
prioritas cenderung terabaikan.

Dampak konflik yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie adalah bersifat
negatif. Konflik yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie telah menimbulkan
dampak yang secara umum menimbulkan hambatan-hambatan dalam proses
pemerintahan, sehingga mengganggu terhadap pelaksanaan program
pemerintah, masyarakatlah yang merasakan langsung akibat konflik elit
tersebut. Elit masyarakat yang tergabung dalam lembaga-lembaga Nagari
yang seharusnya sebagai penyambung aspirasi guna menciptakan
kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataan konsentrasinya teralihkan

dengan konflik yang menyita perhatian dan waktu.

c. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik merupakan usaha untuk memutus mata rantai
ketegangan yang terjadi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperbaiki
situasi yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie. Konflik yang terjadi adalah konflik
elit antar lembaga. Penyelesaian secara vertikal dirasakan tidak bisa
menyelesaikan masalah karena masing-masing pihak bersikeras dan bertahan
menurut prinsipnya masing-masing. Penyelesaian melalui konsiliasi antara
DPN dengan Wali Nagari telah pernah dilakukan tetapi mengalami kegagalan.
Dalam konsiliasi yang dilakukan, akan memperburuk keadaan karena dalam
forum tersebut, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi mempertajam

perdebatan dan tidak dapat dicapai kesepakatan.
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Proses penyelesaian konflik dalam bentuk konsiliasi tidak dapat
menyelesaikan masalah. Pertemuan oleh pihak yang berkonflik secara terbuka
untuk menyelesaikan masalah ini tidak menghasilkan suatu kesapakatan,
melainkan melahirkan ketegangan baru. Dari tiga bentuk penyelesaian konflik
yang ada yaitu bentuk konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi, yang telah di lakukan
oleh pihak yang berkonflik adalah pada tahap konsiliasi. Konsiliasi yang
dimaksudkan adalah pertemuan oleh masing-masing pihak yang berkonflik.
Tetapi konsiliasi ini mengalami kegagalan. Setelah proses konsiliasi mengalami
kegagalan, tidak ada lagi upaya untuk menyelesaikan konflik ini oleh Wali
Nagari dan DPN. Masing-masing lembaga ini berdiri sendiri-sendiri tanpa
menjalankan koordinasi. Sekarang ini tahap penyelesaian konflik adalah pada
tahap mediasi yang mana maksudnya adalah menunjuk pihak ketiga sebagai
penengah dalm masalah ini. Yang bertindak sebagai mediator adalah Pemda

Kabupaten Pesisir Selatan melalui tim khusus.

2. Konflik Wali Nagari Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
a. Penyebab Konflik

Hubungan wali Nagari dengan KAN pada awal pelaksanaan
pemerintahan Nagari sepertinya telah diawali dengan perbedaan perbedaan
pandangan tentang kedudukan dan hubungan kerja diantara mereka. Dalam
sistem pemerintahan Nagari, KAN bukanlah lembaga pemerintahan, melainkan
adalah lembaga adat Nagari yang diakui secara legal, dan bertugas “hanya”
untuk menangani masalah sako dan pusako yang ada dalam Nagari.

Pada dasarnya, pelaksanaan pemerintahan Nagari tidak bisa dilepaskan
dari keberadaan adat yang menjadi dasar dan pijakan dalam bertindak. Nagari
merupakan lembaga kesatuan masyarakat hukum adat dan sebagai lembaga
pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara adat selingkar Nagari.
Keberadaan adat dalam Nagari merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan
berjalan berdampingan. Nagari harus menjunjung tinggi adat, dan adat
dijadikan pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Untuk itu
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harus ada koordinasi antar lembaga ini sehingga tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan. Koordinasi yang dilakukan adalah dengan melaului
musyawarah. Musyawarah merupakan cerminan dari demokrasi di Nagari
yang merupakan warisan tradisi dari “lareh budi chaniago”.

Perbedaan persepsi antar kedua lembaga ini menjadikan hubungan kerja
antar mereka tidak berjalan dengan baik dan selalu diisi dengan perdebatan-
perdebatan yang mencuat menjadi ketegangan dan berujung konflik. Pada awal
pelaksanaan pemerintahan Nagari Desember 2001, proses pemerintahan
berkantor bersama di gedung milik KAN. Tetapi, hubungan ini tidak
berlangsung lama, karena pada januari 2003, Konflik antara wali Nagari dengan
KAN sudah mulai mencuat.

Konflik antara wali Nagari dengan DPN dan KAN ini kalau dilihat dari
teori penyebab konflik menurut Simon Fisher yang mana Konflik terjadi karena
adanya negosiasi prinsip. Dalam hal ini konflik elit antar lembaga di Nagari IV
Koto Hilie ini disebabkan oleh posisi-poisisi yang tidak selaras dan perbedaan
pandangan terhadap masalah oleh Wali Nagari dengan DPN dan KAN.
Masing-masing elit yang ada di lembaga Nagari ini tidak mampu membangun
hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugasnya. Semestinya para elit
yang berada dalam lembaga ini harus bisa melakukan negosiasi dalam
koordinasi yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama
daripada kepentingan pribadi. Hubungan koordinasi bertujuan untuk
membangun komunikasi antar lembaga sehingga terciptanya suatu
kesepakatan terhadap suatu tujuan. Yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie adalah
terjadinya sebuah negosiasi terhadap suatu permasalahan dan tidak tercapai
sebuah kesepakatan. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya
konflik.

b. Dampak Konflik
Konflik Wali Nagari dengan KAN mengakibatkan kebingungan dalam

masyarakat. tindakan Wali Nagari mempromootori pendirian KAN
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Pembaharuan telah menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Nagari IV
Koto Hilie. Dengan adanya dua KAN dalam satu Nagari, menjadikan
masyarakat terbagi kedalam dua posisi yang saling bersebrangan. Masyarakat
secara tidak langsung terbagi kedalam dua kelompok KAN  tersebut.
Pembagiannya adalah satu kelompok KAN lama yang bersebrangan dengan
wali Nagari, dan Kelompok KAN Pembaharuan yang mitra Wali Nagari.

Konflik yang terjadi antara Wali Nagari dengan KAN telah menimbulkan
dampak yang meluas. Konflik ini masih berlanjut karena masing-masing pihak
belum menemukan langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk itu
diperlukan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator dalam menengahi
kasus ini.

Merujuk kepada Leo Agustino yang memaknai dua dampak konflik
secara berbeda yaitu secara positif dan negatif. Dalam konstruksi yang positif
akan memberikan pemerkayaan wajah terhadap perpolitikan suatu daerah, dan
bersifat destruktif yaitu akan menyisakan kesengsaraan. Konflik merupakan
proses integrasi yang tidak tuntas sehingga dapat merusak persatuan dan
kesatuan dalam masyarakat. Konflik di Nagari IV Koto Hilie merupakan
pertentangan elit yang terjadi antar lembaga dan apabila terus berlanjut akan
membuat masyarakat terbelah karena memberikan dukungan terhadap salah
satu pihak. Pengelompokan masyarakat kepada dua pihak yang saling
bertentangan ini dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
Sedangkan konflik yang terjadi di IV Koto Hilie bisa juga bernilai positif karena
dari segi fungsionalnya merupakan bagian dari mekanisme untuk
menyempurnakan integrasi sosial. Dengan terjadinya konflik ini, maka dapat
dijadikan bahan untuk evaluasi terhadap sistem pemerintahan Nagari dan

dijadikan pelajaran untuk pelaksanaan berikutnya.

c. Penyelesaian Konflik
Penyelesaian Konflik merupakan usaha yang penting dilakukan untuk
memutus rantai ketegangan yang terjadi. Salah satu bentuk dari penyelesaian
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konflik adalah melakukan konsiliasi antara pihak yang berkonflik. Konflik
yang terjadi antara Wali Nagari dan KAN ini memiliki ketegangan yang tinggi.
Konflik antara Wali Nagari dengan KAN sepertinya tidak memungkinkan
dilakukan konsiliasi karena ketegangan antara lembaga ini terus berlanjut.
Upaya penyelesaian konflik mengalami kendala karena masing-masing pihak
tidak memiliki inisiatif membawa masalah ini ke forum musyawarah. Masing-
masing lembaga ini mendiamkan kasus ini

Posisi camat dalam pemerintah Nagari adalah sebagai pembina Nagari
dan juga sebagai perpanjangan pemerintah daerah memiliki andil untuk proses
penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pemerintah Nagari yang terjadi di
Nagari IV Koto Hilie. Dalam pelaksanaannya, Camat telah berusaha
melakukan sebuah usaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi,
tapi hal ini mendapat kendala dari salah satu pihak yang dinilai tidak
kooperatif terhadap usaha ini.

Kendala yang dihadapi Camat dalam upaya penyelesaian konflik di
Nagari IV Koto Hilie ini, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan mengambil alih masalah ini. Usaha yang sedang dilakukan dalam
proses penyelesaian konflik elit antar lembaga Eksekutif, legislatif, dan lembaga
adat yang terjadi di Nagari IV Koto Hilie adalah dalam bentuk mediasi, dimana
kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga sebagai mediator. Yang
bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik ini adalah Pemda
melalui Tim Khusus.

Hal yang telah dilakukan oleh tim ini adalah baru pada tahap
mendengar keterangan dari masing-masing pihak yang berkonflik masing-
masing pihak yang berkonflik diminta keterangannya secara terpisah. Tim ini
sengaja tidak mempertemukan pihak yang berkonflik secara langsung dengan
alasan untuk keleluasaan dalam memberikan keterangan dan menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan kalau mereka dipertemukan secara langsung. Hasil
dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak ini yang berkonflik ini

akan dijadikan dasar dalam mengambil tindakan ini.
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D. KESIMPULAN

Konflik Wali Nagari dengan DPN disebabkan oleh ketidaksepahaman
dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Konflik disebabkan pelaksanaan
program pemerintah yang dijalankan oleh wali Nagari tidak melalui koordinasi
yang baik dengan DPN. Konflik yang terjadi merupakan konflik antar
kelompok yang terdiri dari elit Nagari. Dampak konflik yang dirasakan adalah
terganggunya proses pemerintahan karena konsentrasi para elit lebih terfokus
kepada masalah konflik, daripada masalah masyarakat yang berupaya
mencapai kesejahteraan. Penyelesaian konflik yang telah diusahakan adalah
dengan melibatkan Pemda sebagai mediasi antar pihak yang berkonflik
melalui Tim Khusus. Penyelesaian dari kasus ini sampai sekarang masih dalan

tahap mengumpulkan keterangan dari masing-masing pihak yang berkonflik.
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